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BAB IV 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

1. Beberapa penyebab ormas Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan oleh 

pemerintah yaitu. Pertama, SKTiNomor101-00-

00/010/D.III.4/VI/20141yang telahihabisimasa berlakunyaipada tanggali20 

Junii2019. Sehingga FPI telah dianggap bubar secara de jure oleh 

pemerintah sejak tanggal 21 Juni 2019 karenaisudah tidakimemiliki 

legalistanding sebagaiiormas.iKedua, FPIidalam 

menegakkanoamarOma´rufOnahiOmunkar kerap disertai denganitindakan 

anarkis danikekerasan, bahkanisampai kepada perbuatan melanggar hukum. 

Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 

tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta 

PenghentianiKegiataniFrontiPembelaiIslam. 

2. Berdasarkan perspektif hukum tata negara, Tindakan pemerintah yang 

membubarkan ormas FPI melalui SKB ini dapat dibenarkan dari segi 

hukum formil dan segi hukum materil. Dari segi hukum formil, SKB 

memiliki legitimasi hukum yang kuat karena dilindungi olehoUndang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya, 

dari segi hukum materiil, penggunaan SKB untuk menghentikan kegiatan 

ormas Front Pembela Islam (FPI) dapat dibenarkan 
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berdasarkanoprinsiponegara hukum (rechtsstaat) dan prinsip negara 

demokrasi yang sesuai diamanatkan dalam UUD NRI 1945.   
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B. Rekomendasi 

Berdasarkan pada penelitian Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan 

Front Pembela Islam (FPI) dalam Perspektif Hukum Tata Negara, penulis 

mengajukan rekomendasi: 

1. Kepada Organisasi KemasyarakataniFrontiPembelaiIslam (FPI) 

ikhususnya pengurusidan anggotaiagar dapatimemiliki kesadaraniyang 

tinggiisebagai wargaOnegaraOIndonesia yang selalu taat hukum dan wajib 

untuk menghormatiohakoasasioorangolainodalam kehidupanomasyarakat 

yang demokratis. 

2. Kepadaipemerintah diharapkanidapat memberikaniperhatian lebihikepada 

masyarakatiuntuk selalu taat pada hukum dan saling menghormati hak 

asasi orangilainimelaluiipendidikan.  

3. Kepadaimahasiswa jurusaniHukumiTatanegara (SiyasahoSyariyyah)Oagar 

terusimengkaji secaraikritis pemikiran-pemikiraniyang 

ditawarkaniolehipara ahliwhukum tatanegarawdan parawpemikir 

politikwIslam, sehinggawdapat menjadiobahan diskusioditingkat 

akademik,okemudian dapatodilakukan pengembangan-

pengembanganoagar menjadioteori yangorelevanodengan 

perkembanganizaman. 

  




